
A,

BUPATI TAPIIY
PROVINSI KALIMAITTAIT SELI\TAIT

PERATURAN BUPATI TAPIIT
NOMOR 20 TAlrUIrr 2015

TENTAITG

PENJABARAII PTRTAIIGGIrIIG\TAWABAII PEI"AKSA![AA![
AN(X}ARAN PENDAPATAN DAIT BELIIITJA DATRAII

TAIIUil AIY(N}ARAN 2OI4

DENGAIT RAIIMAT TTIHAIT YAITG MAHA ESA

BUPATI TAPIIIT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanat<an ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O Peraturan
Daerah lGbupaten Tapin Nomor LO Tahun 2OLs
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Airggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aleggaran
2OL4, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin
tentang Penjabaran Pertangggngjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belartja
Daerah Tahun Anggaran 2Ol4;

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin daR Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik I4donesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756t,;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lambaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tanrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);
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6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
4aoo);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa2\i

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
hrsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa3$;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daeratr (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg Nomor
13O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembenhrkan Perahrran Perundang-u4dangart
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2A11 Nomor 82, Tambahan kmbar:an Negara
Republik Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2Ot4 Nomor 244,
Tambahan kmba-ran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, tera-lrtrir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undarrg Nomor 3O Tahun 2Ol4 tenta;rg
Adrninistrasi Pemerintahan (Iernharan Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56O 1);

)

9.

10.

11.
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12. Perat+rran Pemerintatr Nornor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan
Irmlarar,r Negara Republik Indonesia Nomor
44L61, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2OO7 tentang Perubatran Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4
tentan€ Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rallyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO7 Nomor 47, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
aTDl;

Peraturan Pemerintatr Nomor 23 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Perahrran
Pemerintatr Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7l,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53aO);

Peraturan Pemerintatr Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5751;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOS Nomor 138, Tambahan kmbaran Negara
Repubtk Indonesia Nomor 45761, sebagaimana
telah diubah dengan Peratrrran Pemerintah
Nomor 65 Tatrun 2OlO tentang Perubahan atas
Peratrrran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OtO Nomor 110, Tamb.ah.an Lembararr Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);
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16. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5
tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Norrtor 150,
Tambatran Lembaran Negnra Republik
Indonesia Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
PenyelenggaraEul Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6141;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47381;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O7O
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O1O Nomor 723, Tartbahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintatr Nomo-r 3O Tahun 20lt
tentang Pinjaman Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Rgpublik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Repr.rblik
Indonesia Nomor 52721;

17.

18.

19.

20.

27.

22.

23.
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24.

25.

27.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tah,:un 2Ol4
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5s33);

Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2OO7

!g"t"qg Pengesahan, Pengunda4g{t dan
Penyebarluasan Peraflrran Perundang-
undangan;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telatr diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2OLS tentang Pembahan Keempat Atas
Peratrrran Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peratrrran
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1

tentgng Penrbatran Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan
Daerah;

30.

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17

29.

Tahun 2OO7 tentang Pedornan Teknis
Pengelolaan Barang Milik Dheierh;

Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 6I
Tahun 2AO7 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Iayanan Umum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tatrun 2O1O tentang Pedoman Pelaksanaan
Fungsi Pengawasan Dewan Ferurakilan Rakyat
Daerah Terhadap Tindalc Lanjut Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tatrun 2O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantrran Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pen{ap4tq4 d.an gelanja Daerah,
sebagaimana telatr diubatr dengan Perattrran
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tatrun 2Ol2
tentang Ferubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tatrun 2OLl tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Banhran Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

31.
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34.

32.

33.

35.

36.

37.

39.

40.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 64
Tahun 2Ol3 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2OL4 tentang Pernbentukan Pro-duk
Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2008 tentang Urusart Pemerintahan
Daerah Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tatrun 2OO8 tentang Pembenhrkan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin, sebagaimana telatr diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 01 Tahun 2Ol4 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun ?998
tentang Pembenhrkan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2Ol2 tentang P-embeahrkaa Organ.isasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tatrun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02
Tahun 2013 tentang Pembenhrkan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengums
Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten
Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O3
Tahun 2013 tentang Pe-mbentukan Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kgbalpaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 22
Tahun 2Ol3 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2AL4;

Peraturan Daerah I(abupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2014 tentang Pernbenfi.lkan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan
Barangl Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin;

38.

41.
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42. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11
Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran
2014;

Perat-uran Daerah Kabtrpaten Tapin Nomor 10
Tahun 2015 tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2Ol4;

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2oll
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan
Pelapolq4 Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2Ol+ tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor
25 Tahun 2017 tg4tang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Angg4ran Pendapatan dart Belanja Daerah;

Peraturan Bupati Tapin Nomor 1l Tatrun 2Ot2
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Tapin Nomor O2 Tahun 2Ol4
teatang Pedorna-a Pe+nbeattrkaa kodr-lk Hukum
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tapin;

43.

44.

46.

45,

!!p_UUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAII BITPATI TENTAIIG PEIIJABARAIT
PTRTAIT(N}I'NG'AWABAN PEL/IKSANAAN
AN(rcARAIT PENDAPATAIT DAN BEL/INJA
DATRAII TATIUN AilIEEARAII 2(iT4.

BAB I
KETENTUAN TIMUM

Pasd 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusar
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan
Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun L945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakila:n Ralryat Daerah, selanjutnya disinglat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin,
yarrrg merupakan trembaga perwakilan ralryat daerah ytrLg
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan
Daerah.

Bupati adalah Bupati Tapin.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangla penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dqn kewajiban daerah
tegsgbqt,

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibenhrk oleh DPRD derrgan persetrrjuan bersama Kepala
Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibatras dan disehrjui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peratrrran
Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yal.alg menyaj,ikan
ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan
yang dikelola oleh Pemerintah Pr.rsat/Daerah yang
menggarnbarkan perbandingar) antara anggaran dan relisasinya
dalam dalam satu periode pelaporan.

Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan daerah.

Belanja Daeratr adalatr Kewajibgn Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah,

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara
pendapa.tan daerah dan belanja daeral.l.

5.

6.

7.

8.

3.

4.

11.

72.

13.

14.

15.

9.

10.
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t6.

t7.

18.

t9.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggar.ul selama satu periode anggaran.

Neraca adalah laporan ytrrg menggambarkan posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas
pada tanggal tertentu.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dilmasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi
kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investa.si, pendanaan
dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Pusat/Daerah
selama periode tertentu.
Catatan atas Lapora-n Keuangan adalah pejelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi
anggaran, neraca dan laporan arus kas.

BAB II
LAFORAN RTALISASI AITGGARAN

TAIIUil AIT(X}ARAIT 2(J14

20.

22.

23.

2t.

Pasal 2

(1) Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Da:ra Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

55.569.634.310,83
739.453.661.580,00
t42.t27 .84t.022,60

Rp.

Rp.

Rp.
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(21 Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Hibah
3) Belanja Bantuan Sosial
4) Belanja Bagi Hasil
5) Belanja Bantuan Keuangan
6) Belanja Tidak Terduga
7) Belanja Alokasi Dala Desa.

b. Belanja l"angsung:

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defrsit

(3) Pembiayaan :

Penerimaan

Pengehrarar,r

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa lebih pembiaya€rn anggaran
tahun berkenaan

Rp. 357.238.465.424,00
Rp. 17.226.798.600,00
Rp 2.823.620.000,00
Rp. 851 .9O4. 176,00
Rp. 396.304.400,00
Rp. 287.681.546.00
Rp. 29.464.026.369,OO

Rp. 408.288.800.515,00

Rp. 19.859.551.013,00

Rp. 21O.a2+.7 +7.328,38

Rp. 253.875.798.L26,15

Rp. 484.560.090.467.s3

Rp. 892.848.890.982,53

Rp. 44.3O2.245.930,90

2.O32.356.974,38

6.267 .900.OOO,OO

(4.235.543.085,62)

40.066.702.845,28

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

BAB III
RINGI(ASAIY, PTNJABARAIIT DAN I"AilPIRAIY

LAPORAIV REALISASI AIITGGARAIY

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagairnarra dimaksur{
dalam Pasal 2 tercanhrm dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pssat 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan
Realisasi Anggaran.
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Pasd 5

Penjabaran Laporan Realisasi Anggararr seb-agaim4r-ra dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEIENTUAIT PEIYUTT'P

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlalnr pada tanegal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 15 Juli 2015

Diundangkan di Rantau
pada tanggal l5 Juli 2015

DAIRAII KABI'PATEIY TAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 21

Q/n \rt/Y
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